BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencatatan perkawinan beda agama menurut pandangan hakim PA Sidoarjo
dan hakim PN Sidoarjo dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006
tentang administrasi kependudukan adalah pencatatan perkawinan bagi
mereka pasangan beda agama dengan menyertakan penetapan pengadilan,
dikarenakan pegawai pencatat perkawinan menoiak melangsungkan
perkawinan keduanya.

2. Persamaan dan perbedaan antara pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim
PN Sidoarjo terhadap pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35
huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah:
Persamaan:

- Pengakuan terhadap UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa
UU tersebut tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974.

- Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan
beda agama adalah sebagai solusi bagi mereka yang tidak terakomodir
dalam UU Perkawinan karena sclama ini perkawinan beda agama

mengalami kekosongan hukum.
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Proses pencatatannya adalah sama seperti pencatatan perkawinan pada
umumnya, bedanya pasangan yang melangsungkan perkawinan beda
agama diwajibkan melampirkan Penetapan Pengadilan.

Perbedaan:

Konsep dalam memandang perkawinan beda agama.

Perbedaan pandangm;antara hakim PA dan hakim PN Sidoarjo tentang
pencatatan perkawinan beda againa, disebabkan karena perbedaan konsep
dalam memandang perkawinan beda agama yang berimbas pada praktek
pelaksanaan pasal 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006.

Menurut sebagian hakim PA Sidoarjo, pasal ini merupakan syarat
administratif bagi mereka pasangan beda agama untuk bisa dicatatkan
perkawinannya. Sedangkan menurut hakim PN Sidoarjo pasal ini bukan
merupakan syarat administratif. Artinya apabila pihak pencatat nikah
tidak mau mencatatkan perkawinan mercka, maka pasal ini bisa
diterapkan. Dan pandangan yang kedua ini juga diikuti oleh sebagian
hakim PA Sidoarjo.

Pihak yang berhak mencatatkan perkawinan pasangan beda agama.
Menurut hakim PA Sidoarjo, pihak yang berhak mencatatkan perkawinan
pasangan beda agama adalah Kantor Catatan Sipil. Sedangkan menurut
hakim PN Sidoarjo, pihak yang berhak mencatatkan perkawinan

pasangan beda agama dibagi menjadi dua, yang pertama berpendapat
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pihak KCS lah yang berwenang, dan yang kedua, bisa KUA atau KCS
tergantung pelaksanaan nikahnya. Pendapat yang terakhir ini juga diikuti
oleh sebagian hakim PA Sidoarjo.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dengan segala keberagaman
adat dan agama, khususnya bagi pasangan beda agama, kajian ini dapat
dijadikan bahan agar lebih memahami tentang pencatatan perkawinan
beda agama yang ternyata sejauh ini sudah diatur dalam UU No. 23
Tahun 2006 meskipun UU Perkawinan belum mengaturnya, Jika
aturannya sudah ada, maka tidak ada alasan untuk melakukan ‘rekayasa
hukum’ seperti kawin di luar negeri dan lain sebagainya.

2. Bagi para hakim di Pengadilan Negeri, kajian ini dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam memberikan penetapan perkawinan beda agama.
Karena sebelum munculnya pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006
ketentuan tentang perkawinan beda agama mengalami kekosongan
hukum, padahal masih ada masyarakat Indonesia yang masih belum

dipenuhi haknya sebagai warga negara.



